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ABSTRAK 

 

Transportasi merupakan kebutuhan pokok bagi setiap kalangan, yang 

berfungsi untuk memindahkan penumpang dan barang dari suatu tempat ketempat 

lain dan mempermudah hubungan dengan tempat lain. Salah satu cara untuk 

memenuhi kebutuhan pelayanan jasa transportasi yaitu dengan penyediaan 

pelayanan angkutan kota. Dalam mewujudkan Efektivitas Pengawasan Internal 

Dinas Perhubungan Dalam Rangka Optimalisasi Jaminan Keselamatan 

Penumpang Angkutan Umum di Kota Medan, dimana pelayanan angkutan kota 

yang baik terhadap masyarakat, strategi merupakan hal yang sangat penting. 

Demikian pula Dinas Perhubungan Kota Medan memiliki strategi dalam 

meningkatkan pelayanan angkutan kota di Kota Medan. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah Efektivitas 

Pengawasan Internal Dinas Perhubungan Dalam Rangka Optimalisasi Jaminan 

Keselamatan Penumpang Angkutan Umum di Kota Medan dalam meningkatkan 

pelayanan angkutan kota di Kota Medan. Metode penelitian yang digunakan 

adalah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik 

pengumpulan data yang digunakan adalah melalui wawancara, observasi, dan 

dokumentasi terkait dengan strategi dalam meningkatkan pelayanan angkutan 

kota. Data dianalisis secara kualitatif dengan pendekatan teori meningkatkan 

kinerja pelayanan publik David Osborne yang mempunyai 5 indikator yaitu; 

strategi inti, strategi konsekuensi, strategi pelanggan, strategi pengawasan, dan 

strategi budaya. 

Strategi Dinas Perhubungan Kota Medan dalam meningkatkan 

“Efektivitas Pengawasan Internal Dinas Perhubungan Dalam Rangka Optimalisasi 

Jaminan Keselamatan Penumpang Angkutan Umum di Kota Medan. Pelayanan 

angkutan kota di Kota Medan adalah dengan menerapkan Standar Pelayanan 

Minimal berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 98 Tahun 2013 

dan Nomor PM 29 Tahun 2015. Strategi Dinas Perhubungan secara umum belum 

berjalan dengan baik, karena kondisi dilapangan tidak mendukung untuk 

terlaksananya strategi yang dijalankan. Hal ini terkait dengan strategi inti, strategi 

konsekuensi, strategi pelanggan, strategi pengawasan, dan strategi budaya. 

 

Kata Kunci : Efektivitas Pengawasan dan Optimalisasi Jaminan  
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BAB I 

PEMDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Sistem menajemen Keselamatan Penumpang merupakan pilar 

pertama rencana umum Nasional atau (RUNK) yang dalam pelaksanaannya 

perpedoman dalam Peraturan Mentri (PM 85 tahun 2018). Tentang Sistem 

Menajemen Keselamatan perusahaan angkutan umum. Dalam semiloka 

yang bertema Peningkatan Keselamatan pada Angkutan orang dan 

Angkutan barang di Kota Medan. Satu hal yang disampaikan adalah 

mengenai system menenajemen keselamatan penumpang ini menjadi bagian 

dari menajemen perusahaan berupa tata kelola keselamatan yang dilakukan 

secara komprehensif dan terkoordinasi untuk mewujudkan keselamatan dan 

mengelola resiko kecelakaan. 

Dengan memegang peranan penting dalam dinamika masyarakat 

bahkan dinamika negara dan bangsa, baik dalam kehidupan sehari-hari, 

kehidupan budaya, kehidupan politik, terutama dalam bidang kehidupan 

sosial ekonomi, tansportasi mempunyai ungkapan “ship follow the and trade 

follow the ship” Kata ship follow the trade mengandung makna bahwa 

transportasi mengikuti perkembangan maupun kemajuan aktifitas 

perdagangan masyarakat. Dan kata trade follow the ship berarti bahwa 

perkembangan kegiatan perdagangan suatu masyarakat tergantung pada 

transportasi. Dengan begitu dapat diartikan bahwa perkembangan suatu 

daerah atau masyarakat/wilayah tergantung dari perkembangan transportasi, 
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atau sabaliknya, perkembangan transportasi suatu negara dan 

masyarakat tergantung pada perkembangan aktivitas atau kegiatan 

perdagangan, bisnis dari suatu negara atau masyarakat/wilayah tersebut 

(Simbolon,2003:4). 

Kemajuan dalam bidang transportasi terus dipusatkan dikarenakan 

sukarnya mencapai suatu tempat karena jarak atau hal lainnya, maka hal-hal 

seperti keselamatan dan kenyamanan sangat perlu dikembangkan 

kondisinya pada sistem transportasi. Sistem transportasi yang paling 

dominan adalah sarana dan prasarana yang selalu berkaitan dengan faktor 

teknis terutama keselamatan bagi pengguna jasa transportasi, agar tidak 

menimbulkan banyak kerugian bagi masyarakat. 

Keseimbangan antara kebutuhan jasa transportasi dan tersedianya 

prasarana dan sarana transportasi merupakan keharusan untuk mewujudkan 

terselenggaranya pelayanan transportasi yang efektif dan efesien. Sistem 

transportasi yang bertambah lancar dan berkapasitas juga akan 

memunculkan maslaha dalam keamanan dan keselamatan pengguna 

transportasi. Untuk menunjang keamanan dan keselamatan transportasi 

perlu dilakukan pemeriksaan berkala kondisi trasnportasi. 

Kota Medan merupakan salah satu kota terbesar di Indonesia, dan 

merupakan ibu kota Provinsi Sumatera Utara. Kota Medan juga dikenal 

dengan  kota termacet ke-6 di Indonesia, dimana volume kendaraan 

mengalahkan jumlah penduduk. Situs Republika mencatat jumlah penduduk 
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Kota Medan sekitar 2,5 juta, sementara jumlah sepeda motor mencapai 2,8 

juta unit.  

Sedangkan rasio jumlah transportasi pribadi dengan transportasi 

umum 97,8 persen berbanding 2,2 persen. Artinya, transportasi menyesaki 

jalan umum (www.kompasiana.com). Terhitung dari tahun 2018 sampai 

2020 banyaknya kecelakaan lalu lintas di sumatera utara khususnya kota 

medan sebanyak 1.865.300 kasus (sumber. polda sumatera utara direktorat 

lalu lintas). 

Dalam kasus diatas dinas perhubungan kota medan betanggung 

jawab penuh atas memberikan pemahaman agar masyarakat memiliki 

kesadaran sebagai pemilik kendaraan untuk melakukan pengujian layak 

jalan kendaraan atau izin trayek tetapi tetap beroperasi. Selain berdampak 

pada pembawa kendaraan ataupun penumpang kendaraan, karena tidak 

tertutup kemungkinan bagian-bagian penting yang harus di uji tidak lagi 

bekerja dengan semestinya hal ini juga akan mengurangi pendapatan bagian 

KIR di Dinas Perhubungan Kota Medan. Diantara kendaraan yang 

melakukan pengujian layak jalan atau izin trayek Dinas Perhubungan Kota 

Medan adalah mini bis, pick up, truk, dan mobil penumpang yang dilakukan 

dalam waktu satu kali dalam enam bulan. Kegiatan pengujian kendaraan ini 

dilakukan pada titik penting kendaraan seperti bagian rem, lampu-lampu, 

bola stir dan ban. Pengujian ini dilakukan agar terciptanya keselamatan pada 

pembawa serta penumpang kendaraan. Tetapi masih banyak para pemilik 

kendaraan yang belum sadar akan keselamatan dalam berkendara, artinya 

http://www.kompasiana.com/
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mereka tidak melakukan pengujian layak jalan kendaraan atau izin trayek 

dengan efektif seperti halnya dalam waktu yang telah ditentukan. 

Dalam mendukung terciptanya keselamatan, pemerintah 

Mengeluarkan peraturan Nomor 37 tahun 2007 tentang Keseleamatan 

Lalulintas dan  Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2017 Nomor 2005,Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 

6122).  

Berdasarkan fenomena atau masalah yang telah diuraikan 

diatas,maka penulis tertarik mengambil judul penelitian yang berjudul : 

“Efektivitas Pengawasan Internal Dinas Perhubungan Dalam Rangka 

Optimalisasi Jaminan Keselamatan Penumpang Angkutan Umum di 

Kota Medan”. 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan,maka rumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : Bagaimana Efektivitas 

Pengawasan Internal Dinas Perhubungan Dalam Rangka Optimalisasi 

Jaminan Keselamatan Penumpang Angkutan Umum di Kota Medan ?. 
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1.3. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian  

1.3.1. Tujuan penelitian 

  Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk 

mengetahui “Efektivitas Pengawasan Internal Dinas Perhubungan Dalam 

Rangka Optimalisasi Jaminan Keselamatan Penumpang Angkutan Umum di 

Kota Medan”. 

1.4. Manfaat Penelitian 

a. Untuk melatih diri penulis dalam mengembangkan wawasan fikiran 

secara ilmiah, rasional dalam menghadapi masalah yang ada dan timbul 

di lingkungannya. 

b. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangan pikiran pada 

pemerintah khususnya dalam hal Jaminan Keselamatan Penumpang 

Angkutan Umum. 

c. Penelitian ini diharapkan akan bermanfaat dan memberikan sumbangan 

bagi kepentingan dan perkembangan ilmu pengetahuan disamping hasil 

penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai referensi dalam penelitian 

selanjutnya 

1.5. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan dilakukan secara sistematis, logis dan 

konsisten agar dapat melihat dan mengkaji dari penelitian secara teratur dan 

sitematis, maka dibuat sistematika penulisan yang dianggap berkaitan antara 

satu bab dengan bab yang lainnya sebagai berikut: 

BAB I :  PENDAHULUAN : 
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Dalam bab ini yang akan diuraikan latar Belakang Masalah, 

Pembatasan Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat 

Penelitian, serta Sistematika Penulisan. 

BAB II  : URAIAN TEORITIS : 

Dalam bab ini yang akan diuraikan adalah Pengertian Implementasi, 

Pengertian Kebijakan Publik,Pengertian Pembinaan, Pengertian Pengelola, 

Pengertian Perparkiran. 

BAB III: METODE PENELITIAN : 

Dalam bab ini yang akan diuraikan Jenis Penelitian, Kerangka 

Konsep, Defenisi Konsep, Kategorisasi, Informasi Narasumber, Teknik 

Pengumpulan Data, Teknik Analisis Data Dan Lokasi Waktu Penelitian. 

BAB IV :HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN : 

Yaitu bab yang menguraikan mengenai hasil penelitian dilapangan 

dan pembahasan dari hasil penelitian. 

BAB V :PENUTUP : 

Yaitu bab yang mengenai kesimpulan dan saran-saran dari hasil 

penelitian. 
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BAB II 

URAIAN TEPROTIS 

2.1. Pengertian Konsep Efektifitas 

Menurut Siagia bahwa efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, 

sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu secara sadar ditetapkan 

sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang atau jasa kegiatan yang di 

jalankannya. Efektivitas menunjukan keberhasilan dari segi tercapai 

tidaknya sasaran yang telah ditetapkan. Jika hasil kegiatan tepat sasaran 

berarti makin tinggi efektivitasnya (2002:24). 

Efektivitas merupakan suatu ukuran yang memberikan gambaran 

seberapa jauh target dapat dicapai. Pengertian efektivitas ini lebih 

berorientasi kepada keluaran sedangkan masalah penggunaan masukan 

kurang menjadi perhatian utama. Apabila efisiensi dikaitkan dengan 

efektivitas maka walaupun terjadi peningkatan efektivitas belum tentu 

efisiensi meningkat (Sedarmayanti, 2009: 59). 

Sumaryadi mengatakan bahwa efektifitas dalam organisasi dapat 

dirumuskan sebagai tingkat perwujudan sasaran yang menunjukan sejauh 

mana sasaran telah dicapai (2005:105). 

Gie mengatakan bahwa efektivitas bermanfaat dalam memberikan 

pelayanan pada orang lain atau kepada organisasi yang
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menggunakan produknya seperti halnya dengan organisasi yang 

bersangkutan(2000:260).  

Efektivitas adalah kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi 

kegiatan program atau misi) daripada suatu organisasi atau sejenisnya yang 

tidak adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaannya (Kurniawan, 

2005:109).  

Efektivitas merupakan hubungan antara keluaran suatu pusat 

tanggung jawab dengan sasaran yang mesti dicapai, semakin besar 

kontribusi daripada keluaran yang dihasilkan terhadap nilai pencapaian 

sasaran tersebut, maka dapat dikatakan efektif pula unit tersebut (Supriyono, 

2000: 29). 

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa, efektivitas adalah 

tindakan-tindakan yang dilakukan suatu organisasi/intansi untuk 

melaksanakan atau menjalankan tugas pokok dan fungsi sehingga 

tercapainya program-program yang telah di sepakati. 

2.2. Kriteria Pengukuran Efektivitas 

Ada beberapa kriteria yang dapat digunakan untuk mengukur 

efektivitas kerja dari organisasi yang memberikan pelayanan  antara lain: 

a. Faktor waktu Faktor waktu di sini maksudnya adalah ketepatan waktu 

dan kecepatan waktu dari pelayanan yang diberikan oleh pemberi 

pelayanan. Hanya saja penggunaan ukuran tentang tepat tidaknya atau 
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cepat tidaknya pelayanan yang diberikan berbeda dari satu orang ke 

orang lain.Terlepas dari penilaian subjektif yang demikian, yang jelas 

ialah faktor waktu dapat dijadikan sebagai salah satu ukuran efektivitas 

kerja.  

b. Faktor kecermatan Faktor kecermatan dapat dijadikan ukuran untuk 

menilai tingkat efektivitas kerja organisasi yang memberikan 

pelayanan. Faktor kecermatan disini adalah faktor ketelitian dari 

pemberi pelayanan kepada pelanggan. Pelanggan akan cenderung 

memberikan nilai yang tidak terlalu tinggi kepada pemberi pelayan, 

apabila terjadi banyak kesalahan dalam proses pelayanan, meskipun 

diberikan dalam waktu yang singkat.  

c. Faktor gaya pemberian pelayanan Gaya pemberian pelayanan 

merupakan salah satu ukuran lain yang dapat dan biasanya digunakan 

dalam mengukur efektivitas kerja. Yang dimaksud dengan gaya disini 

adalah cara dan kebiasaan pemberi pelayanan dalam memberikan jasa 

kepada pelanggan. Bisa saja si pelanggan merasa tidak sesuai dengan 

gaya pelanggan yang diberikan oleh pemberi pelayanan. Jika berbicara 

tetang sesuatu hal yang menyangkut kesesuaian, sesungguhnya apa 

yang dibicarakan termasuk hal yang tidak terlepas kaitannya dengan 

nilai-nilai sosial yang dianut oleh orang yang bersangkutan. 
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2.3. Jenis-jenis Efektivitas  

Efektivitas itu sendiri memiliki tiga tingkatan yang berbeda, 

dikelompokkan pada tingkat individu, kelompok, dan organisasi 

sebagaimana yang didasarkan oleh David J. Lawless dalam Gibson, 

Ivancevich dan Donnely (1997:25-26) dalam Evi Suryani (2016) antara lain 

: 

a. Efektivitas Individu Efektivitas individu didasarkan pada pandangan dari 

segi individu yang menekankan pada hasil karya karyawan atau anggota 

dari organisasi. 

b. Efektivitas kelompok Adanya pandangan bahwa pada kenyataannya 

individu saling bekerja sama dalam kelompok. Jadi efektivitas kelompok 

merupakan jumlah kontribusi dari semua anggota kelompoknya. 

c. Efektivitas organisasi Efektivitas organisasi terdiri dari efektivitas 

individu dan kelompok. Melalui pengaruh sinergitas, organisasi mampu 

mendapatkan hasil karya yang lebih tinggi tingkatannya dari pada jumlah 

hasil karya tiap –tiap bagiannya. 

2.4. Pengawasan Internal 

Pengawasan internal yang baik merupakan alat yang dapat 

membantu pimpinan perusahaan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. 

Melalui pengawasan internal yang efektif, pimpinan perusahaan juga dapat 

menilai apakah kebijakan dan prosedur yang ditetapkan telah dilaksanakan 

dengan baik sehingga tujuan perusahaan dapat tercapai. 
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Menurut Niswonger, “Pengawasan internal (Internal Control) 

merupakan  kebijakan dan prosedur yang melindungi aktiva dari 

penyalahgunaan, memastikan bahwa informasi usaha akurat, dan 

memastikan bahwa perundangundangan serta peraturan dipatuhi 

sebagaimana mestinya” (1999: 183). 

Menurut Mulyadi (2001: 163), menyatakan bahwa : Pengawasan 

internal meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang 

dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian 

dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong 

dipatuhinya kebijakan manajemen. 

Dari defenisi di atas dapat disimpulkan bahwa pengawasan internal 

dalam suatu intansi adalah penting untuk menghindari kesalahankesalahan 

dan kecurangan informasi internal yang menyebabkan kerugian bagi pihak 

intansi. 

2.5. Optimalisasi 

Optimalisasi menurut WJS.Poerwadarminta dalam Istilamah Laili 

(2002:8) berasal dari kata optimum yang berarti terbaik, paling 

menguntungkan,. Dalam hal ini, optimalisasi membuat sesuatu menjadi 

lebih baik lagi, sedangkan optimum adalah tingkatan yang sangat 

menguntungkan dalam batas-batas tertentu dan pengoptimalan merupakan 

penyempurnaan suatu sistem agar berprestasi sebaik-baiknya atas dasar 

kriteria-kriteria tertentu (2002:8).  
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Sedangkan menurut Gibson Optimalisasi adalah upaya untuk 

meningkatkan kemampuan yang paling diinginkan diantara kriteria, 

kreativitas atau dengan kata lain upaya untuk meningkatkan sumber-sumber 

yang telah dimiliki untuk mencapai tujuan yang di harapkan (1984 : 701). 

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa, Optimalisasi adalah 

segala upaya yang dilakukan untuk mencapai peningkatan yang diharapkan 

agar menjadi lebih meningkat lagi. 

2.6. Penumpang  

Penumpang bisa dikatakan sebagai users yaitu pemakai jasa 

angkutan bus, taksi dan lain- lain. Penumpang adalah orang yg menumpang 

atau orang yg naik (kereta, kapal, bus dsb). (http://www.artikata.com/arti-

382537-penumpang.html). 

Dalam penyelenggaraan pelayanan jasa transportasi kepada 

penumpang, terdapat penggolongan penumpang yaitu penumpang biasa dan 

penumpang aktif bisa disebut juga pelanggan. Pelanggan adalah semua 

orang yang menuntut perusahaan untuk memenuhi suatu standar kualitas 

tertentu yang akan memberikan pengaruh pada performa kita atau 

perusahaan manajemen. Maine dkk (dalam Nasution, 2004:101) 

memberikan beberapa definisi tentang pelanggan yaitu: 

a. Pelanggan adalah orang yang tidak tergantung pada kita, tetapi kita 

yang tergantung padanya.  

http://www.artikata.com/arti-382537-penumpang.html
http://www.artikata.com/arti-382537-penumpang.html
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b. Pelanggan adalah orang yang membawa kita kepada apa keinginannya. 

c. Tidak ada seorangpun yang pernah menang beradu argumentasi dengan 

pelanggan. 

d. Pelanggan adalah orang yang teramat penting yang harus dihapuskan. 

Disamping itu pelanggan masih dapat digolongkan lagi. Nasution 

(2004:102) mengemukakan bahwa terdapat tiga jenis golongan pelanggan 

dalam system kualitas modern, yaitu: 

1) Pelanggan Internal 

Adalah orang yang berada dalam perusahaan dan memiliki pengaruh pada 

performansi pekerjaan (atau perusahaan) kita. 

2) Pelanggan Antara 

Adalah mereka yang bertindak atau berperan sebagai perantara, bukan 

sebagai pemakai akhir produk. 

3) Pelanggan Eksternal 

Adalah pembeli atau pemakai akhir produk, yang sering disebut dengan 

pelanggan nyata. Pelanggan eksternal merupakan orang yang membayar 

untuk menggunakan produk yang dihasilkan. 

Dari beberapa pengertian di atas maka dapat ditarik kesimpulan 

bahwa penumpang adalah pengguna jasa transportasi angkutan jalan darat 

untuk mobilisasi. Penumpang termasuk kriteria pelanggan eksternal karena 

menggunakan produk /jasa terakhir sehingga disebut pelanggan nyata. 
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2.7. Angkutan Umum  

Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Angkutan Jalan pada 

Bab 1 ketentuan Umum mendefinisikan kendaraan umum adalah setiap 

kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum 

dengan dipungut biaya. PP No.41 Tahun 1993 tentang Angkutan jalan pada 

Bab 1 Ketentuan Umum mendefinisikan:  

1. Mobil penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi 

sabanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat 

duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan 

pengangkutan bagasi.  

2. Mobil penumpang umum (MPU) adalah mobil penumpang yang 

digunakan sebagai kendaraan umum.  

Kendaraan umum dapat berupa mobil penumpang, bus kecil, bus 

sedang, dan bus besar. Mobil penumpang yang digunakan untuk 

mengangkut penumpang umum disebut mobil penumpang umum.  Sistem 

angkutan penumpang dapat dikelompokkan menurut penggunaan dan cara 

pengoperasiannya, yaitu:  

1. Angkutan pribadi, yaitu angkutan yang dimiliki dan dioperasikan oleh 

dan untuk keperluan pribadi pemilik.  

2. Angkutan umum, yaitu angkutan yang dimiliki oleh operator yang bisa 

digunakan untuk umum dengan persyaratan tertentu.  
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Terdapat 2 (dua) sistem pemakaian angkutan umum yaitu:  

1. Sistem sewa: kendaraan bisa dioperasikan oleh operator maupun 

penyewa, dalam hal ini tidak ada rute dan jadwal tertentu yang harus 

diikuti oleh pemakai, sistem ini sering disebut sebagai “demand 

responsive system” karena penggunaannya yang tergantung dengan 

adanya permintaan.  

2. Sistem penggunaan bersama: kendaraan dipersiapkan oleh operator 

dengan rute dan jadwal yang biasanya tetap. 

Dari beberapa pengertian di atas maka dapat ditarik kesimpulan 

bahwa Angkutan Umum adalah kendaraan bermotor yang disediakan untuk 

dipergunakan oleh umum dengan dipungut biaya dan memiliki ketentuan 

sesuai pengguna dan cara pengoperasian. 
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BAB III 

METODE PENELTIAN 

3.1. Metode Penelitian 

3.1.1. Jenis Penelitian 

Adapun jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini 

adalah metode deskriftif dengan analisis data kualitatif yaitu prosedur 

pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan, melukiskan 

keadaan sekitar dengan objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan 

fakta-fakta. 

Menurut Moleong (2014:11) pada penelitian deskriptif, data yang 

dikumpulkan adalah berupa kata-kata gambar, dan bukan angka-angka. Hal 

itu disebabkan oleh adanya metode kualitaif. Selain itu, semua yang 

dikumpulkan berkemungkinan menjadi kunci terhadap apa yang sudah 

diteliti. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk 

memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, 

misalnya perilaku, persepsi, motivasi tindakan dan lain-lain (2014:11). 

Menurut Sugiono penelitian kualitatif adalah penelitian yang 

dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variable atau 

lebih (independen) tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan 

antara satu dengan variable lain (2016:11). 

 



17 
 

  

3.2. Kerangka Konsep 

Dalam pelaksanaan penelitian, kerangka konsep dibuat untuk 

mempermudah dalam penyusunan skripsi dan menjadikan penilaian lebih 

sistematis. Selain itu, kerangka konsep juga sebagai upaya untuk 

menjadikan penelitian lebih terarah. 

Berdasarkan judul penelitian, maka batasan-batasan konsep yang 

dipakai dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3. Defenisi Konsep 

Definisi konsep adalah istilah dan definisi yang digunakan untuk 

menggambarkan secara abstrak kejadian keadaan, kelompok atau individu 

yang menjadi pusat perhatian ilmu sosial dan abstrak dari sejumlah 

karakteristik jumlah kejadian, keadaan kelompok atau individu tertentu. 

Efektivitas Pengawasan Internal Dinas Perhubungan Dalam Rangka 

Pengawasan Dishub Kota Medan 

Optimalisasi 

Keselamatan 

Penumpang 

Gambar 3.1. 

Kerangka konsep 

Angkutan Umum 
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 Optimalisasi Jaminan Keselamatan Penumpang Angkutan Umum 

Di Kota Medan, digunakan konsep-konsep sebagai berikut:  

a. Efektivitas adalah tingkatan-tingkatan seseorang atau organisasi untuk 

mencapai suatu tujuan yang mana terget (kualitas, kuantitas dan 

waktu) harus di selesaikan dengan memanajemenya terlebih dahulu.  

b. Pengawasan internal dalam suatu intansi adalah penting untuk 

menghindari kesalahankesalahan dan kecurangan informasi internal 

yang menyebabkan kerugian bagi pihak intansi. 

c. Optimalisasi adalah segala upaya yang dilakukan untuk mencapai 

peningkatan yang diharapkan agar menjadi lebih meningkat lagi. 

d. Angkutan Umum adalah kendaraan bermotor yang disediakan untuk 

dipergunakan oleh umum dengan dipungut biaya dan memiliki 

ketentuan sesuai pengguna dan cara pengoperasian. 

3.4. Kategorisasi 

Kategorisasi menunjukkan bagaimana caranya mengukur suatu 

variable penelitian sehingga diketahui dengan jelas apa yang menjadi 

kategori penelitian pendukung untuk analisis dari variable tersebut. 

Kategorisasi dalam penelitiaan ini adalah: 

1) Adanya efektivitas program yang diatur. 

2) Adanya pengawasan yang dilakukan. 

3) Adanya tujuan  yang ingin dicapai. 
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3.5. Infroman dan Narasumber 

Untuk melengkapi data-data yang akan dianalisis secara kualitatif, 

maka dalam penelitian ini peneliti menggunakan individu sebagai 

narasumber. Adapun narasumber dari penelitian ini adalah: 

1) Bidang perencanaan dan evaluasi, 

Nama  : Ihsan  

Usia  : 38 tahun 

Jenis kelamin : laki-laki 

Jabatan  : Staff bidang dan perencanaan evaluasi 

3.6. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

a. Data Primer 

  Data primer adalah pengumpulan data yang dilakukan atau 

diperoleh secara langsung dilapangan atau tempat penelitian melalui 

wawancara suatu teknik pengumpulan data untuk mendapatkan 

informasi yang diambil dari sumber data secara langsung melalui 

pertanyaan atau dialog dengan satu orang atau lebih, terkait objek 

penelitian.  

b. Data Sekunder 

Data sekunder adalah teknik pengumpulan data lapangan dengan 

menghimpun dan mengalisis dokumen-dokumen, baik dokumen 

tertulis, maupun elektronik. Dokumen yang diperoleh kemudian 
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dianalisis, dibandingkan dan dipadukan membentuk suatu kajian yang 

sistematis, padu dan utuh. 

1.7. Teknik Pengumpulan Data 

Bogden teknik analisis data adalah proses pengumpulan data secara 

sistematis untuk mempermudah peneliti dalam mengambil kesimpulan. 

Teknik analisis data dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik 

analisis interaktif. Terdapat tiga komponen dalam teknik analisis ini, yaitu 

reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Sugiono, 

2016:140). 

Reduksi data merupakan komponen utama dalam analisis yang 

merupakan proses seleksi, memfokuskan, penyederhanaan, dan abstrak data, 

proses ini berlangsung sepanjang penelitian. 

Penyajian data merupakan suatu rangkaian organisasi informasi 

deskripsi dalam bentuk narasi yang memungkinkan simpulan penelitian 

dapat dilakukan. Kajian ini merupakan kalimat yang disusun secara logis 

dan sistematis. 

Penarikan kesimpulan adalah simpulan yang harus di verifikasi agar 

cukup mantap dan benar-benar bisa dipertanggungjawabkan. Oleh karena 

itu perlu dilakukan aktivitas pengulangan untuk tujuan pemantapan 

penelusuran data.  
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1.8. Lokasi dan Waktu Penelitian 

Lokasi penelitian ini dilakukan pada Dinas Perhubungan Kota 

Medan yang beralamat dijalan Pinang Baris Lalang Kec. Medan Sunggal, 

Sumatera Utara. Dan akan dilaksanakan pada bulan Februari sampai dengan 

bulan April 2022. 

1.9. Deskripsi ringkas Objek Penelitian 

9.1.1. Sejarah Singkat Dinas Perhubungan Kota Medan 

 
Dinas Perhubungan Kota Medan sebelum tahun 2002 bernama 

Cabang Dinas Lalu Lintas Angkutan Jalan Raya (LLAJR) yang berada 

dibawah induk Dinas Lalu Lintas Angkutan Jalan Raya (LLAJR) 

Tingkat I Provinsi Sumatera Utara yang kemudian diubah namanya 

menjadi Dinas Lalu Lintas Angkutan Jalan Raya (LLAJR) sesuai 

Dengan Peraturan Pemerintah No.32 Tahun 2002 tentang penyerahan 

sebagian wewenang pemerintah pusat tentang Lalu Lintas Angkutan 

Jalan kepada daerah provinsi dan kabupaten/kota yang sampai sekarang 

dikenal dengan nama Dinas Perhubungan Kota medan. 

9.1.2. Visi dan Misi Dinas Perhubungan Kota Medan 

 

Adapun visi dan misi dari Dinas Perhubungan Kota Medan 

adalah sebagai berikut : 

Visi Dinas Perhubungan Kota Medan 

 

“Terciptanya transportasi Kota Medan yang handal, nyaman 

dan manusiawi”. 
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Misi Dinas Perhubungan Kota Medan 

 

a. Meningkatkan kemampuan sumber daya manusia, baik aparatur 

maupun masyarakat 

b. Mewujudkan sistem angkutan massal terpadu. 

c. Menyediakan aksesibilitas transportasi bagi semua golongan. 

d. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas kinerja

 pelayanan transportasi. 

e. Mempromosikan transportasi yang tertib, selamat dan ramah. 

9.1.3. Deksripsi Jabatan 

 

1. Kepala Dinas 

 

a. Ikhtisar Jabatan 

 

Kepala Dinas Perhubungan Kota Medan menyelenggarakan 

urusan Pemerintah Daerah dibidang perhubungan berdasarkan 

atas otonomi dan pembantuan. 

b. Tugas dan Kegiatan 

 

 Perumusan Kebijakan Teknis dibidang perhubungan 

 

 Penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum 

dibidang perhubungan 

 Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang perhubungan 

 

 Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai 

dengan tugas dan fungsinya. 
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2. Sekretaris 

 

a. Ikhtisar Jabatan 

 

Sekretaris Dinas Perhubungan Kota Medan 

menyelenggarakan tugas-tugas administrasi umum, keuangan, 

dan penyusunan program sesuai dengan tugas pokok dan fungsi 

kesektariatan dilingkungan SKPD. 

b. Tugas dan kegiatan 

 

 Penyusunan rencana kerja kesektariatan 

 

 Pengkoordinasian penyusunan perencanaan program SKPD 

 

 Penyelenggaraan pelayanan administrasi kesektariatan yang 

meliputi Administrasi Umum, Kepegawaiann dan 

Kerumahtanggaan SKPD.Pengelola dan pemberdayaan sumber 

daya manusia, pengembangan organisasi dan ketalaksanaan 

yaitu merumuskan rencana pengembangan sumber daya 

aparatur, kelembagaan dan ketalaksanaan serta meneruskannya 

kepada atasan untuk mendapat pertimbangan dan persetujuan. 

3. Kepala Sub Bagian Umum 

 

a. Ikhtisar Jabatan 

 

Kepada Sub Bagian Umum Dinas Perhubungan Kota Medan 

melaksanakan dan mneyelenggarakan sebagian tugas Sekretariat 

yaitu dibidang administrasi perkantoran dan administrasi 

kepegawaian dalam rangka mendukung tugas-tugas SKPD. 
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b. Tugas dan Kegiatan 

 

 Penyusunan rencana program dan kegiatan Sub Bagian Umum. 

 

 Pengelolaan administrasi umum yang meliputi tata naskah 

dinas, penataan kearsipan, perlengkapan dan penyelengaraan 

kerumahtanggaan SKPD 

 Administrasi kepegawaian 

 

 Penyiapan bahan pembinaan, pengawasaan dan pengendalian 

 

 Penyiapan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan 

pelaksanaan tugas 

 Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris sesuai 

dengan tugas dan fungsinya. 

4. Kepala Sub Bagian Keuangan 

 

a. Ikhtisar Jabatan 

 

Kepala Sub Bagian Keuangan Dinas Perhubungan Kota 

Medan menyelenggarakan sebagian tugas sekretariat lingkup 

pengelolaan adminstrasi keuangan dalam rangka mendukung 

penyelenggaran tugas- tugas SKPD. 

5. Kepala Bidang Teknik Sarana dan Prasarana Angkutan Darat 

 

a. Ikhtisar Jabatan 

 

Menyelenggaraan sebagian tugas dan fungsi dinas lingkup 

teknik perbengkelan karoseri, pengembangan teknik pengujian 

bermotor dan pengembangan teknik terminal. 
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b. Tugas dan Kegiatan 

 

 Penyusunan rencanam program dan kegiatan bidang teknik 

sarana dan prasarana angkutan darat 

 Penyusunan petunjuk teknis lingkup perbenkelan karoseri, 

pengembangan teknik pengujian kendaraan bermotor, 

pengembangan teknik terminal 

 Pelaksanaan proses perizinan dan pelayanan lainnya lingkup 

bengkel umum kendaraan bermotor, usaha mendirikan 

pendidikan dan latihan mengemudi 

 Pengkoordinasian kegiatan dibidang pelayanan dan 

pengembangan terminal 

 Pelaksanaan kegiatan pengelolaan terminal 

yang bukan unit pelaksana teknis (UPT) Dinas 

 Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan lingkup bidang 

sarana dan prasarana angkutan darat 

 Penyiapan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup bidang 

sarana dan prasarana angkutan darat 

 Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai 

dengan tuga dan fungsinya. 

6. Kepala Seksi Teknik Perbengkelan Karoseri 

 

a. Ikhtisar Jabatan 

 

Menyelenggarakan pelayanan proses pemberian surat izin 

gangguan bukan industry lingkup teknik perbengkelan karoseri 
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dan kegiatan lain yang mendukung penyelenggaraan tugas-tugas 

bidang teknik sarana dan prasarana angkutan darat. 

b. Tugas dan kegiatan 

 

 Penyiapan rencana, program dan kegiatan seksi teknik 

perbengkelan karoseri 

 Penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup teknik 

perbengkelan karoseri 

 Pengumpulan dan pengelolaan data lingkup teknik 

perbengkelan karoseri 

 Menyelenggarakan proses pemberian izin usaha bengkel 

umum kendaraan bermotor izin usaha mendirikan pendidikan 

dan latihan mengemudi sesuai dengan Peraturan Pemerintah 

Kota 

 Penyiapan bahan dan data pembinaan, pengawasan terhadap 

kegiatan perbengkelan 

 Penyiapan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan 

pelaksanaan tugas 

 Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang sesuai 

dengan tugas dan fungsinya 

7. Staff Seksi Teknik Perbengkelan Karoseri 

 

a. Ikhtisar Jabatan 

 

Menyelenggarakan tugas administrasi, pelayanan 

pemberian surat izin gangguan bukan industry dan kegiatan lain 
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yang mendukung pelaksanaan tugas seksi teknik perbengkelan 

karoseri. 

b. Tugas dan Kegiatan 

 

 Melaksanakan tugas administrasi 

 

 Memproses pemberian suart izin gangguan bukan industry 

lingkup teknik perbengkelan karoseri 

8. Kepala Seksi Pengembangan Teknik Pengujian Kendaraan Bermotor 

 

a. Ikhtisar Jabatan 

 

Kepala Seksi Pengembangan Teknik Pengujian Kendaraan 

Bermotor memiliki tugas pokok mengerjakan sebagian tugas 

Dinas Perhubungan di bidang pengembangan teknik pegujian 

kendaraan bermotor 

b. Tugas dan Kegiatan 

 

 Menyusun Program seksi Pengembangan Pengujian Kendaraan 

Bermotor Dinas Perhubungan Kota Medan 

 Melakukan pembinaan kepada seluruh staff menyusun 

program seksi Pengembangan Pengujian Kendaraan Bermotor 

Dinas Perhubungan Kota Medan 

 Berkoordinasi dengan para Kepala UPT Pengujian terhadap 

peningkatan pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor Kota 

Medan 

 Melaksanan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala 

Dinas sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya 
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 Berkoordinasi dengan instansi lain 

 

9. Kepala Seksi Pengembangan Teknik Terminal 

 

a. Ikhtisar Jabatan 

 

Seksi pengembangan teknik terminal yang berada dibawah 

dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Teknik Sarana dan 

Prasarana Angkutan Darat mempunyai tugas pokok 

melaksanakan sebagian tugas dan kegiatan lain yang mendukung 

penyelenggaraan tugas-tugas Bidang Teknik Sarana dan 

Prasarana Angkatan Darat Lingkup Pengembangan Teknik 

Terminal. 

b. Tugas dan Kegiatan 

 

 Penyiapan rencanam program yang kegiatan bidang teknis 

sarana dan prasarana angkutan darat 

 Penyusunan petunjuk teknis lingkup perbengkelan karoseri, 

pengembangan teknik pengujian kendaraan bermotor, 

pengembangan teknik terminal 

 Melaksanakan koordinasi kegiatan dibidang pelayanan, 

pengembangan pengelolaan terminal yang bukan Unit 

Pelaksanaan Teknik (UPT) dinas dalam hal ini 2 (dua) 

terminal yaitu terminal penumpang sambu dan terminal 

penumpang belawan. 

 Penyiapan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan 

pelaksanaan tugas 
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 Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang sesuai 

dengan tugas dan fungsinya. 

10. Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkatan Darat 

 

a. Ikhtisar Jabatan 

 

Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkatan Darat Dinas 

Perhubungan Kota Medan menyelenggarakan tugas-tugas 

angkutan darat, manajemen dan rekayasa lalu lintas dan 

pengendalian dan ketertiban sesuai dengan tugas pokok dan 

fungsi bidang lalu lintas dan angkitan darat di lingkungan Dinas 

Perhubungan Kota Medan. 

b. Tugas dan Kegiatan 

 

 Penyusunan rencana kerja angkutan darat, manajemen dan 

rekayasa lalu lintas dan pengendalian dan ketertiban 

 Pelaksanaan proses dan pelayanan perizinan angkutan darat, 

manajemen dan rekayasa lalu lintas dan pengendalian dan 

ketertiban 

 Pelaksanan evaluasi penyusunan rencana kerja, pelayanan 

serta pengawasan dan pengendalian dibidang angkutan darat 

 Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala 

Dinas sesuai dengan bidang tugasnya. 

11. Kepala Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas 

 

a. Ikhtisar Jabatan 

 

Kepala seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas pada 
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Dinas Perhubungan Kota Medan mempunyai tugas pokok pada 

seksi Manajemen Dan Rekayasa Lalu Lintas. 

b. Tugas dan Kegiatan 

 

 Penyiapan rencana, program dan kegiatan Seksi Manjemen 

dan Rekayasa lalu Lintas 

 Penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup Manajemen dan 

Rekayasa Lalu Lintas 

 Penyusunan, pengolahan data lingkup Manajemen dan 

Rekayasa Llau lintas 

 Pelaksanaan kegiatan pelayanan dibidang Manajemen dan 

Rekayasa Lalu Lintas sesuai dengan Pemerintah Kota 

 Penyiapan bahan dan data penyusunan dan penetapan rencana 

umum jaringan transportasi jalan kota, penetapan kelas jalan 

pada jaringan jalan, penepatan jaringan lintas angkutan barang 

pada jaringan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan 

tugas. 

 Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang Sesuai 

tugas dan fungsinya. 

12. Kepala Seksi Angkutan Darat 

 

a. Ikhtisar Jabatan 

 

Kepala Seksi Angkutan Darat pada Dinas Perhubungan 

Kota Medan mempunyai tugas pokok pada seksi seksi angkutan 

darat 



31 
 

  

b. Tugas dan Kegiatan 

 

 Melakukan pembinaan dan bertanggungjawab

terhadap penyelenggaraa Angkutan Umum 

 Melakukan pembinaan terhadap angkutan orang dan/atau 

barang yang menggunakan kendaraan bermotor maupun tidak 

bermotor. 

13. Kepala Seksi Pengendalian dan Ketertiban 

 

a. Ikhtisar Jabatan 

 

Kepala Seksi Pengendalian dan Ketertiban Dinas 

Perhubungan Kota Medan menyelenggarakan tugas-tugas 

penyiap rencana, porgram, menyusun bahan petunjuk teknis, 

mengumpul, mengelola data lingkup pengendalian dan ketertiban 

dan penyiapan bahan data proses perizinan penggunaan jalan 

serta monitoring dan evaluasi. 

b. Tugas dan Kegiatan 

 

 Mempersiapkan rencana, program kegiatan rutin dalam hal ini 

memantau situasi lalu lintas 

 Mempersiapkan bahan-bahan petunjuk teknis yang akan 

diterapkan di lapangan dalam lingkup pengendalian dan 

ketertiban 

 Mengumpulkan dan mengelola data sebagai bahan masukan 

untuk kajian kinerja seksi pengendalian dan ketertiban 

 Memberi pelayanan melalui izin yang diberikan untuk 
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menggunakan jalan diluar kepentingan lalu lintas 

 Memberi pembinaan, pengawasan bagi para pemegang izin 

yang dikeluarkan oleh Dinas Perhubungan 

 Membuat bahan evaluasi dan monitoring hasil kerja di lapangan 

 

 Menerima dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan 

oleh Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Darat 

14. Kepala Bidang Perhubungan Laut dan Udara 

 

a. Ikhtisar Jabatan 

 

Kepala Bidang Perhubungan Laut dan Udara Dinas 

Perhubungan Kota medan mempunyai tugas pokok melaksanakan 

sebagian tugas Dinas lingkup kepelabuhan, kebandarudaraan, lalu 

lintas, angkutan laut dan penunjang keselamatan pelayaran, 

dilingkungan Pemerintah Kota Medan. 

b. Tugas dan Kegiatan 

 

 Penyusunan rencana, program, dan kegiatan Bidang 

Perhubungan Laut dan Udara 

 Penyusunan petunjuk teknis lingkup kepelabuhan dan 

kebandarudaraan, lalu lintas dan angkutan laut dan penunjang 

keselamatan pelayaran 

 Pelaksanaan proses perizinan, rekomendasi dan pelayaran 

lainnya lingkup kepelabuhan, kebandarudaraan, lalu lintas dan 

angkatan alut, dan penunjang keselamatan pelayaran meliputi 

surat izin berlayar (SIB), izin kegiatan pengerukan kegiatan 
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reklamasi, izin kegiatan pengerukan diwilayah periaran 

pelabuhan khusus local, izin usaha pelayaran rakyat, izin usaha 

perusahaan angkutan laut dan lainnya seusai dengan urusan 

Pemerintahan Kota. 

 Pelaksanaan pembinaan, pengawasan, pengendalian lingkup 

kepelabuhan, kebandarudaraan, lalu lintas dan angkutan laut, 

dan penunjang keselamatan pelayaran. 

 Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup 

bidang perhubungan laut dan udara 

 Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas 

sesuai tugas dan fungsinya 

15. Kepala Seksi Kepelabuhan dan Kebandarudaraan 

 

a. Ikhtisar Jabatan 

 

Kepala Seksi Kepelabuhan dan Kebandarudaraan 

mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian lingkup 

kepelabuhan dan kebandarudaraan pada Dinas Perhubungan Kota 

Medan. 

b. Tugas dan kegiatan 

 

 Penyiapan rencana, program dan kegiatan Seksi 

Kepelabuhandan Kebandarudaraan 

 Penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup Kepelabuhan dan 

Kebandarudaraan 

 Pelaksanaan proses perizinan dan pelayanan lainnya lingkup 
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Kepelbauhan dan Kebandarudaraan meliputi izin kegiatan 

pengerukan, izin kegiatan reklamasi di wilayah perairan 

pelabuhan khusus local dan lainnya sesuai dengan urusan 

Pemerintah Kota 

 Penyiapan bahan dan data pelaksanaan pembinaan, 

pengawasan, pengendalian lingkup Kepelabuhan dan 

Kebandarudaraan 

 Penyiapan bahan dan monitoring, evaluasi dan pelaporan 

pelaksanaan tugas 

 Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang sesuai 

dengan tugas dan fungsinya 

16. Kepala Seksi Lalu Lintas dan Angkutan Laut 

 

a. Ikhtisar Jabatan 

 

Kepala Seksi Lalu Lintas dan Angkutan Laut pada Dinas 

Perhubungan Kota Medan mempunyai tugas pokok bidang 

perhubungan laut dan udara lingkup lalu lintas dan angkutan laut. 

b. Tugas dan Kegiatan 

 

 Penyiapan rencana, program, dan kegiatan seksi lalu lintas dan 

angkutan laut 

 Pelaksanaan bahan petunjuk teknis lingkup lalu lintas dan 

angkutan laut 

 Pelaksanaan proses perizinan dan pelayanan lainnya lingkup 

lalu lintas dan angkutan laut meliputi izin usaha perusahaan 
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angkutan laut, izin usaha pelayanan rakyat, izin usaha 

ekspedisi dan lainnya sesuai dengan urusan Pemerintahan Kota 

 Penyiapan bahan dan data pelaksanaan pembinaan, 

pengawasan, pengendalian lingkup lalu lintas dan angkutan 

laut 

 Penyiapan bahan dan monitoring, evaluasi dan pelaporan 

pelaksanaan tugas 

 Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang 

sesuai tudas dan fungsinya. 

17. Kepala Seksi Penunjang Pelayaran 

 

a. Ikhtisar Jabatan 

 

Melaksanakan sebagian tugas bidang Perhubungan Laut 

 

b. Tugas dan Fungsi 

 

 Penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup penunjang 

keselamatan pelayaran 

 Penyiapan bahan dan data pelaksanaan pembinaan, 

pengawasan, pengendalian lingkup penunjang keselamatan 

pelayaran 

 Penyiapan bahan monitoring, evaluasi dan pelaopran 

pelaksanaan tugas 

 Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang 

sesuai tudas dan fungsinya. 
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18. Kepala Bidang Perparkiran 

a. Ikhtisar Jabatan 

 

Kepala Bidang Perparkiran Dinas Perhubungan Kota 

Medan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas 

dinas lingkup parkir khusus dan parkir harian. 

b. Tugas dan Kegiatan 

 

 Penyusunan rencana kerja dibidang perparkiran 

 

 Pelaksanaan kegiatan perencanaan kegiatan perparkiran di 

Kota Medan 

 Melaksanakan monitoring dan evaluasi pendapatan retribusi 

parker untuk pelaksanaan target PAD Kota Medan 

 Pelaksanaan koordinasi penyelesaian tugas SKPD 

 

 Pelaksanaan pembinaan pengawasan dan pengendalian 

pengelolaan di bidang perparkiran Kota Medan 

19. Kepala Seksi Parkir Khusus 

 

a. Ikhtisar Jabatan 

 

Kepala Seksi Parkir Khusus Dinas Perhubungan Kota 

Medan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas 

Dinas Perhubungan Kota Medan dan bertanggungjawab 

kepada Kepala Bidang Perparkiran Lingkup Parkir Khusus 

b. Tugas dan Kegiatan 

 

 Penyiapan rencana, program dan kegiatan parkir khusus 

 

 Penyusunan bahan petunjuk lingkup parkir khusus 
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 Penyiapan bahan dan data pelaksanaan pelayanan di Bidang 

Perparkiran Khusus dan pemberian izin penyelenggaraan 

parkir di tempat-tempat khusus 

 Pelaksanaan proses perizinan penyelenggaraan parkir di 

tempat- tempat khusus 

 Penyiapan bahan dan data pelaksanaan pembinaan, 

pengawasan dan pengendalian lingkup parkir khusus 

 Penyiapan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan 

pelaksanaan tugas 

 Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang 

Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Medan 

20. Kepala Seksi Perkir Harian Tepi Jalan (Wilayah I) 

 

a. Ikhtisar Jabatan 

 

Kepala Seksi Parkir Harian Tepi Jalan (Wilayah I) Bidang 

Perparkiran mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian 

tugas Dinas Perhubungan Kota Medan dan bertanggungjawab 

kepada Kepala Bidang Perparkiran. 

b. Tugas dan Kegiatan 

 

 Penyiapan rencana, program dan kegiatan parkir tepi jalan 

 

 Penyusunan bahan petunjuk lingkup parkir tepi jalan wilayah I 

 

 Penyiapan bahan dan data pelaksanaan pelayanan di Bidang 

Perparkiran dan pemberian izin penyelenggaraan parkir di 

Tepi Jalan Umum Wilayah I 
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 Pelaksanaan proses perizinan penyelenggaraan parkir di tepi 

jalan umum (Wilayah I) 

 Penyiapan bahan dan data pelaksanaan pembinaan, 

pengawasan dan pengendalian perparkiran 

 Penyiapan bahan, monitoring, evaluasi dan pelaporan 

pelaksanaan tugas 

 Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang 

Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Medan 

21. Kepala Seksi Parkir Harian Tepi Jalan (Wilayah II) 

 

a. Ikhitisar Jabatan 

 

Kepala Seksi Parkir Harian Tepi Jalan (Wilayan II) 

mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas 

Perhubungan dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang 

Perparkiran. 

b. Tugas dan Kegiatan 

 

 Penyiapan rencana, program dan kegiatan parkir tepi jalan 

 

 Penyusunan bahan petunjuk lingkup parkir tepi jalan Wilayah II 

 

 Penyiapan bahan dan data pelaksanaan pelayanan di Bidang 

Perparkiran dan pemberia izin penyelenggaraan parkir di tepi 

jalan umum ( Wilayah II) 

 Pelaksanaan proses perizinan penyelenggaraan parkir di tepi 

jalan 

 

 Penyiapan bahan dan data pelaksanaan pembinaan, 



39 
 

  

pengawasan, pengendalian perparkiran 

 Penyiapan bahan, monitoring, evaluasi dan pelaporan 

pelaksanaan tugas 

 Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala 

Bidang Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Medan 

22. Kepala Unit Pelaksanan Teknis (UPT) Terminal Tipe A 

 

a. Ikhtisar Jabatan 

 

Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Terminal Tipe A 

mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas dinas 

dibidang pengelolaan Terminal Penumpang 

b. Tugas dan Kegiatan 

 

 Melaksanakan dan bertanggung jawab terhadap seluruh 

tugas/pekerjaan yang diberikan Kepala Dinas baik melalui 

perintah lisan maupun secara tertulis dan melaporkannya 

kemabli kepada Kepala Dinas 

 Bertanggung jawab terhadap seluruh aset Pemerintah Kota 

Medan yag ada di UPT Terminal serta perawatannya 

 Menyusun dan melaporkan program yang akan dilaksanakan 

di UPT Terminal 

 Menyusun dan melaporkan pengelolaan administrasi 

kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan urusan umum 

lainnya baik berupa laporan harian maupun bulanan baik 

kepada Kepala Dinas, Kepala Bidang Sarana dan Prasarana, 
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Kepala Kepala Tata Usaha dan Kepada Bendahara Penerima 

Dinas Perhubungan 

 Bertanggungjawab terhadap seluruh staff dan kegiatan yang 

ada di UPT terminal 

 Bertanggungjawab atas seluruh kegiatan angkutan baik 

Angkutan Kota, Angkatan Kota Dalam Propinsi (AKDP) dan 

Angkutan Kota Antar Propinsi (AKAP) 

 Bertanggungajawab serta melaporkan setiap hari atas seluruh 

pengutan retribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang ada di 

UPT Terminal. 
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Gambar 3.2 

BAGAN SUSUNAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS 

PERHUBUNGAN KOTA MEDAN 
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BAB IV 

HASIL  DAN PEMBAHASAN 

4.1. Penyajian Data 

Dalam bab ini membahas dan menyajikan data yang diperoleh 

selama penelitian dilapangan dengan cara pendekatan kualitatif yaitu data 

yang diperoleh melalui komunikasi langsung bersama para narasumber yang 

berwenang untuk menjawab pertanyaan yang kemudian ditarik kesimpulan. 

Analisi data ini berfokus pada kantor Dinas Perhubungan Kota Medan dan 

masyarakat umum atau penumpang Angkutan Umum di Kota Medan. 

Sumber data dalam penelitian ini ada 5 (lima) orang dari pihak Dinas 

perhubungan dan masyarakat umum. 

Untuk mendukung pengelolaan data, selain data primer maka data 

sekunder juga sangat membantu menjelaskan hasil wawancara terutama 

yang terkait dengan karakteristik jawaban narasumber. 

4.2. Deskripsi Hasil Wawancara 

Berdasarkan data yang dikumpulkan melalui wawancara terhadap 

narasumber, selanjutnya dapat diperoleh data yang berhubungan erat dengan 

kategorisasi. 

Efektivitas Pengawasan Internal Dinas Perhubungan Dalam Rangka 

Optimalisasi Jaminan Keselamatan Penumpang Angkutan Umum di Kota 

Medan”. 
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Tabel 4.1 

Distribusi Narasumber Berdasarkan Jenis Kelamin 

No  Jenis Kelamin Frekuensi 

1 Laki-Laki 2 

2 Perempuan 1 

 Jumlah 6 

Sumber. Hasil Penelitian 2022 Di Dinas Perhubungan Kota Medan 

Berdasarkan data diatas dapat dilihat bahwa narasumber yang diwawancarai 

pada penelitian ini ketiga memiliki pendidikan S-1 (Strata 1). 

Tabel 4.2 

Distribusi Narasumber Berdasarkan Pendidikan 

No Nama Pendidikan Jumlah 

1 Ihsan S1 1 

2 

 

3 

Fahrizki 

 

Tia 

S1 

 

S1 

1 

 

1 

 
Jumlah 

 
3 

Sumber: Hasil Penelitian 2021 Di Dinas Perhubungan Kota Medan 

Berdasarkan data diatas dapat dilihat bahwa narasumber yang 

diwawancarai pada penelitian ini ketiganya memiliki pendidikan S1 (Strata 1). 
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Tabel 4.3 

Distribusi Narasumber Berdasarkan Usia 

No Nama Usia Jumlah 

1 Ihsan 38 1 

2 

 

3 

Fahrizki 

 

Tia 

36 

 

29 

1 

 

1 

 
Jumlah 

 
3 

Sumber: Hasil Penelitian 2021 Di Dinas Perhubungan Kota Medan 

Berdasarkan data diatas dapat dilihat bahwa narasumber yang 

diwawancarai yaitu Bapak Ihsan berusia 38 tahun, Bapak Fahrizki berusia 35 

tahun, dan Ibu Tika berusia 29 Tahun. 

Tabel 4.4 

Distribusi Narasumber Berdasarkan Jabatan Struktural 

No Nama Jabatan Jumlah 

1 Ihsan Bidang Perencanaan dan Evaluasi 

 

Dinas Perhubungan Kota Medan 

1 

2 Fahrizki Bidang Manajemen Rekayasa Lalu 

Lintas Dinas Perhubungan Kota Medan 

1 

3 Tika Karyawan swasta 1 

  
Jumlah 3 

Sumber: Hasil Penelitian 2021 Di Dinas Perhubungan Kota Medan 

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa, dimana narasumber yang 

diwawancarai 2 orang laki-laki dari Dinas Perhubungan Kota Medan dan 1 orang 
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perempuan dari masyarakat pengguna jalan. Dengan keterangan 1 orang dari 

Bidang Perencanaan dan Evaluasi Dinas Perhubungan Kota Medan yaitu Bapak 

Ihsan, 1 orang dari Bidang Manajemen Rekayasa Lalu Lintas Dinas Perhubungan 

Kota Medan Yaitu Bapak Fahrizki, dan 1 orang dari Karyawan Swasta yaitu Ibu 

Tika. 

4.2.1. Adanya efektivitas program yang diatur. 

Untuk mengetahui bagaimana program kerja dalam rangka 

pengawasan internal Dinas Perhubungan guna optimalisasi jaminan 

keselamatan penumpang angkutan umum di Kota Medan dilaksanakan. 

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan dengan Bapak Ihsan 

selaku petugas di Bidang Perencanaan dan Evaluasi Dinas Perhubungan 

Kota Medan yang telah dilakukan terkait dengan kejelasan tujuan yang 

hendak dicapai yaitu menerapkan program sistem pengawasan internal dan 

eksternal. Bahwasanya beliau mengatakan: “proses pencapaian visi misi 

sudah mulai terwujud, dimana salah satu tujuan dibentuknya visi dan misi 

perencanaan strategis adalah terciptanya kondisi lalu lintas yang lancar dan 

terkendali. Sehingga dengan adanya penerapan sitem pengawasan internal 

dan eksternal tersebut mewujudkan tujuan dari visi dan misi dalam 

perencanaan strategis”.. 

Kemudian peneliti menanyakan kembali mengenai apakah tujuan 

penerapan strategi yang sudah dirancang oleh Dinas Perhubungan dalam 

mengatasi permasalah lalu lintas dan jaminan keselamatan penumpang 
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sudah sesuai dengan adanya dukungan penggunaan sistem pengawasan 

langsung untuk mengawasi lalu lintas. Dimana belia mengatakan bahwa: 

“Penggunaan sistem ATCS merupakan salah satu alat yang mendukung 

agar terwujudnya tujuan perencanaan strategis yang telah dirancang untuk 

mengatasi permasalahan lalu lintas dan jaminan keselamatn penumpuang 

yang mana salah satu tujuannya adalah agar terciptanya kondisi lalu lintas 

yang lancar dan terkendali”. 

Bidang Perencanaan dan Evaluasi Dinas Perhubungan Kota Medan 

yang telah dilakukan terkait dengan perencanaan yang matang dengan 

diterapkannya sistem ATCS untuk mengawasi lalu lintas di Kota Medan. 

Beliau mengatakan: “Sebelum diterapkannya ATCS di Kota Medan Dinas 

Perhubungan Kota Medan yang bekerjasaman dengan beberapa pihak 

terkait telah melakukan perencanaan yang matang, agar penggunaan 

sistem ATCS dapat berjalan sesuai dengan tujuan”. 

Kemudian penulis menanyakan kepada narasumber mengenai 

tindak lanjut dari perencanaan yang telah dirumuskan secara matang. 

Beliau mengatakan bahwa: “tindak lanjut yang dilakukan dengan adanya 

penerapan sistem ATCS ini adalah yang pertama memantau kondisi lalu 

lintas di persimpangan Kota Medan yang akan dipasang alat ATCS, kedua 

dengan melihat pelanggaran apa saja yang sering terjadi, sehingga ketika 

alat ATCS dipasang di beberapa titik persimpangan, pihak Dinas 

Perhubungan dapat dengan mudah mengatasi pelanggaran tersebut”. 
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Program sistem pelayanan angkutan kota yang diberikan kepada 

masyarakat bedasarkan dengan Permenhub Nomor PM 98 Tahun 2013 dan 

Permenhub  Nomor PM 29 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan 

Minimal. Dinas Perhubungan juga mensosialisasikan kepada masyarakat 

terkait Standar  Pelayanan Minimal angkutan tersebut kepada masyarakat 

melalui baliho, spanduk dan juga yang ditempelkan di pintu-pintu 

angkutan. Dinas Perhubungan juga menerima kritikan dan saran dari 

masyarakat terkait angkutan yang beroperasi dilapangan, dan kinerja 

pegawai Dinas Perhubungan. 

Berkaitan dengan prosedur pelayanan angkutan kota yang optimal 

bagi masyarakat, pemerintah memberikan fasilitas untuk mendukung 

kegiatan pelayanan kepada masyarakat. Peneliti melakukan observasi 

dilapangan menemukan bahwa Dinas Perhubungan menyediakan fasilitas 

untuk mendukung pelayanan angkutan kota seperti halte dan terminal 

untuk menunggu angkutan kota yang digunakan. Namun kenyataannya 

fasilitas yang disediakan tersebut belum digunakan masyarakat dengan 

semaksimal mungkin, bahkan beberapa terdapat disalahgunakan oleh 

masyarakat sendiri. 

Sistem pelayanan angkutan kota juga mudah dimengerti oleh 

masyarakat karena memiliki nomor trayek yang sesuai dengan trayek 

masing masing sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal. Dinas 

Perhubungan selalu siap untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat 
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melalui pelayanan angkutan kota yang baik sesuai dengan visi dan misi. 

Dengan demikian jelas bahwa kepuasan masyarakat adalah tujuan utama 

Dinas Perhubungan untuk meningkatkan pelayanan angkutan kota di Kota 

Medan. Namun peneliti menilai bahwa pada tahap ini strategi Dinas 

Perhubungan belum berjalan dengan baik karena masih banyak 

masyarakat yang tidak mengetaui Standar Pelayanan Minimal yang 

ditetapkan. Fasilitas penunjang pelayanan angkutan kota juga masih 

banyak yang disalah gunakan oleh masyarakat yang tidak bertanggung 

jawab. 

4.2.2. Adanya pengawasan yang dilakukan. 

Strategi pengawasan dimaksudkan untuk meningkatkan kekuatan 

organisasi melalui penataan organisasi. Melalui strategi pengawasan 

diharapkan dapat menciptakan kemampuan dan kemandirian serta 

kepercayaan masyarakat terhadap kantor pemerintahan sebagai institusi 

pelayanan publik dan pegawai sebagai pelayan masyarakat. Strategi 

pengawasan dapat dilakukan dalam bentuk organisasional, memberdayakan 

pegawai dan memberdayakan komunitas. 

Dalam melakukan pengawasan Dinas Perhubungan bekerja sama 

dengan pihak lain seperti pihak penyedia angkutan atau perusahaan 

angkutan dan juga dengan Satuan Lalulintas dari Kepolisian. Pengawasan 

dilakukan oleh pegawai yang bekerja dilapangan untuk mengawasi 

angkutan yang sedang beroperasi agar tetap memberikan pelayanan sesuai 
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dengan standar yang ada. Kepala Seksi angkutan jalan mengatakan bahwa 

pengawasan juga dapat dilakukan apabila masyarakat juga memberikan 

aduan kepada pihak Dinas Perhubungan terkait pelayanan yang ada 

dilapangan.  

Supir angkutan menyatakan bahwasanya mereka juga diawasi oleh 

pihak angkutan sebagai perusahaan yang memberikan jasa angkutan. 

Pegawai Dinas Perhubungan juga sering melakukan razia angkutan kota 

untuk memeriksa kelengkapan adminsitratif dan memeriksa kondisi 

angkutan yang digunakan. Salah satu contoh pengawasan adalah dengan 

memeriksa izin operasi kendaraan yang beroperasi melayani masyarakat 

sesuai dengan perda Nomor 2 Tahun 2014 tentang Retribusi di Bidang 

Perhubungan. Pernyataan tersebut juga sesuai dengan observasi yang 

peneliti lakukan dilapangan. (lihat transkrip wawancara dan dokumentasi). 

Pengawasan dilakukan untuk mencegah kecurangan yang dilakukan 

supir angkutan saat melayani masyarakat, sehingga dapat memberikan 

pelayanan yang baik sesuai dengan standar yang ditetapkan.  

Dinas Perhubungan yang bekerja sama dengan pihak kepolisan 

untuk mengawasi dan memeriksa kelengkapan pengendara yang 

berlalulintas sekaligus memeriksa kelengkapan angkutan yang sedang 

beroperasi. Dengan demikian peneliti menilai bahwa pengawasan yang 

dilakukan oleh Dinas Perhubungan sudah baik untuk meningkatkan 
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pelayanan angkutan kota kepada masyarakat. Sehingga dapat meminimalisir 

pelayanan yang kurang baik kepada masyarakat. 

Dinas Perhubungan Kota Medan dalam bekerja untuk melayani 

masyarakat adalah dengan mengikuti arahan atau petunjuk dari 

Kementerian Perhubungan dan Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera 

Utara. Budaya angkutan kota di Kota Medan di mata masyarakat Kota 

Medan berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti masih 

dikatakan buruk karena Supir angkutan masih sering melanggar aturan-

aturan dalam berkendara seperti menerobos lampu merah, ugal-ugalan dan 

mengganggu arus lalulintas. Untuk mengubah budaya yang buruk di mata 

masyarakat Dinas Perhubungan menekankan kepada pihak angkutan kota 

dan supir angkutan kota untuk terus melayani masyarakat sesuai dengan 

Standar Pelayanan Minimal dan mematuhi aturan-aturan yang berlaku dan 

terus memberikan surat edaran terkait pelayanan yang baik kepada 

masyarakat. Selain itu, di setiap peringatan hari besar seperti Idul Fitri, 

Natal dan Tahun Baru Dinas Perhubungan juga memberikan surat edaran 

kepada angkuta kota untuk tetap memberikan pelayanan kepada masyarakat 

sesuai dengan standar yang ditetapkan. 

Penerapan pengawasan dan aturan untuk merubah budaya angkutan 

kota Dinas Perhubungan menekankan kepada pegawai dan pihak angkutan 

untuk melayani masyarakat sesuai dengan peraturan dan sesuai dengan 

standar operasional. Pegawai Dinas Perhubungan juga dihimbau untuk 
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melayani masyarakat dengan ikhlas agar masyarakat merasa puas dengan 

pelayanan yang diberikan. Peneliti juga melakukan wawancara dengan 

pihak angkutan dan supir angkutan terkait budaya pelayanan angkutan kota 

di Kota Medan menyatakan budaya angkutan kota dengan memberikan 

pelayanan yang baik kepada masyarakat sesuai dengan Standar Pelayanan 

Minimal angkutan perkotaan. Supir angkutan mengatakan bahwa mereka 

dituntut untuk melayani masyarakat sesuai dengan standar yang ada. Untuk 

mengubah citra buruk di mata masyarakat pihak angkutan kota juga 

memberikan arahan kepada masyarakat untuk naik dan turun di halte yang 

ada agar tidak mengganggu arus lalulintas sehingga dapat mengurangi citra 

buruk di mata masyarakat pengguna jalan lainnya. 

4.2.3. Adanya tujuan  yang ingin dicapai. 

Dalam menjalankan perannya, dinas perhubungan juga melakukan 

pengawasan. Pengawasan yang dilakukan dinas perhubungan kota medan 

terhadap angkutan umum diatur lebih terperinci dalam peraturan menteri 

perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 15 Tahun 2019, angkutan 

umum disebut sebagai kendaraan umum, kendaraan umum adalah kendaraan 

bermotor yang dirancang sebagian atau seluruhnya untuk mengangkut orang 

dan/atau barang. Serta Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 33 Tahun 2002 

Tentang Retribusi Pelayanan dan Izin di Bidang Perhubungan. 

Tanggung jawab sebagai pengawasan (controling) dalam upaya-

upaya peningkatan pelayanan masyarakat bidang angkutan kota di Kota 

Medan Controling atau pengawasan merupakan salah satu tahapan penting 
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dari adanya suatu aturan, dengan adanya suatu pengawasan sehingga dapat 

mengukur sejauh mana aturan tersebut sudah dilaksanakan atau dijalankan, 

dengan adanya peraturan yang mengatur, maka dinas perhubungan selaku 

Dinas yang berwenang serta bertanggung jawab terhadap jalannya Angkutan 

Kota dan Dinas Perhubungan juga wajib mengawasi setiap ketentuan atau 

aturan yang berlaku untuk setiap angkutan angkot yang berada di Kota 

Medan, apakah sudah berjalan sesuai dengan ketentuan atau belum dinas 

perhubungan kota medan mempunyai peran melaksanakan pengawasan 

yang berkaitan dengan perhubungan diantaranya adalah: 

1) Pengawasan terhadap pelaksanaan izin usaha angkutan 

2) Pengawasan terhadap izin trayek angkutan kota 

3) Pengawasan terhadap kelayakan kendaraan angkutan kota 

4) Pengawasan kesesuaian jalur angkutan kota 

5) Pengawasan kesesuaian tariff 

6) Penyidikan terhadap kelebihan muatan angkutan 

7) Pengawasan perilaku sopir angkutan kota 

Dalam melaksanakan kewajibannya Dinas Perhubungan telah 

memiliki program-program yang dirancang untuk mengantisipasi masalah-

masalah ataupun penyimpangan-penyimpangan dari standar atau tujuan 

sebelum kegiatan dilaksanakan, yang umumnya dikenal dengan istilah 

steering control, setiap pengemudi Angkutan Kota wajib menjalankan 

peraturan sesuai dengan ketentuan yang ada di Kota Medan masih banyak 

ditemukan sopir Angkutan Kota yang melakukan pelanggaran. Sopir 
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Angkutan Kota Medan tidak mengetahui tentang berbagai aturan yang wajib 

dijalankan serta aturan yang tidak boleh dilanggar. Karena rendahnya 

pengetahuan yang dimiliki oleh sopir Angkutan Kota di Kota Medan telah 

melakukan pemantauan Angkutan Kota yang dilaksanakan secara langsung 

kepada Angkutan Kota.  

Tanggung jawab sebagai pembinaan dalam upaya-upaya 

peningkatan pelayanan masyarakat bidang angkutan kota di Kota Medan 

Pembinaan tersebut dilaksanakan oleh dinas perhubungan sebagai bentuk 

penyelenggaraan tugas dan fungsi dinas perhubungan, pembinaan tersebut 

meliputi kerja sama dan koordinasi antara dinas perhubungan dengan pihak 

pengelola angkutan kota maupun sopir angkutan kota, salah satu pembinaan 

yang dilakukan oleh dinas perhubungan adalah memberikan pelatihan 

kepada para sopir angkutan kota cara berlalulintas yang baik dan benar, dan 

pemilihan awak kendaraan umum teladan (AKUT), pembinaan tersebut 

dilaksanakan dalam peningkatan keselamatan lalu lintas jalan khusus di 

bidang angkutan kota untuk menekan angka kecelakaan yang diakibatkan 

faktor manusia (human error). 

Pengawasan terhadap angkutan umum, baik angkutan barang 

maupun angkutan orang merupakan tanggung jawab dinas perhubungan 

kota medan. Pelaksanaan pengawasan pada dinas perhubungan yaitu melalui 

seksi pengawasan dan pengendalian lalu lintas jalan. Adapun tugas pokok 

dan fungsi pengawasan dan pengendalian Dinas Perhubungan Kota Medan  

adalah : 
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1) Melaksanakan pemeriksaan kendaraan dijalan sesuai kewenangannya 

 

2) Pelaksanaan penyidikan pelanggaran : 

a. Perda kota LLAJ 

b. Pemenuhan persyaratan teknis dan layak jalan 

c. Pelanggaran ketentuan pengujian berkala 

d. Perizinan angkutan umum 

3) Melaksanakan pengawasan dan pengendalian oprasional terhadap 

penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas dijalan dalam 

kota. 

4) Melakukan pengawalan terhadap kendaraan yang memiliki hak utama 

penggunaan jalan untuk kelancaran lalu lintas. 

5) Merumuskan dan melaksanakan pengawasan pengangkutan bahan atau 

barang berbahaya lintas darat. 

6) Melakukan pengawasan, pengendalian, dan lalu lintas di rua-ruas 

persimpangan jalan, dan pos-pos pengawasan pengendalian dalam kota. 

7) Menyiapkan dan menyampaikan laporan kegiatan di bidang tugasnya. 

Didalam Dinas Perhubungan Kota Medan terdapat empat pembagian 

bidang, di antaranya yaitu : 

1) Bidang Angkutan 

2) Bidang Pengawasan dan Pengendalian Lalu Lintas 

Berdasarkan fenomena di atas jelaslah bahwa pengawasan sangatlah 

dibutuhkan untuk menyelidiki apakah pelaksanaan di lapangan sesuai 

dengan ketentuan yang telah di tetapkan berdasarkan peraturan di atas, 
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apabila pelaksanaan tidak sesuai dengan yang telah ditetapkan, maka perlu 

ada perbaikan kongkrit dari aparatur untuk memperbaiki kesalahan atau 

penyimpangan yang dilakukan oleh pemilik atau supir angkutan kota 

tersebut. 

 

4.3. Hasil Pembahasan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukakn dengan 

pengamatan dan wawancara bersama beberapa narasumber/informan yang 

berada di Kantor Dinas Perhubungan Kota Medan maka Penulis akan 

memberikan pembahasan pada berikut ini. Pada awal penelitian ini 

dilakukan penulis membaca kesimpulan dari sebuah penelitian yang 

berjudul “Efektivitas Pengawasan Internal Dinas Perhubungan Dalam 

Rangka Optimalisasi Jaminan Keselamatan Penumpang Angkutan 

Umum di Kota Medan”. dari hasil penelitian yang didapatkan sebelumnya 

akan dibahas permasalahannya. 

4.3.1. Adanya efektivitas program yang diatur. 

Menurut Gordon (Mulyadi, 2015: 24) menyatakan implementasi 

berkenaan dengan berbagai kegiatan yang diarahkan pada realisasi program. 

Menurut Grindle (Mulyadi, 2015: 47), menyatakan implementasi 

merupakan proses umum tindakan administratif yang dapat diteliti pada 

tingkat program tertentu. Berdasarkan asumsi teori tersebut penulis menilai 

bahwa Efektivitas Pengawasan Internal Dinas Perhubungan Dalam Rangka 

Optimalisasi Jaminan Keselamatan Penumpang Angkutan Umum di Kota 
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Medan sudah berjalan dengan baik dan sudah sesuai untuk 

mengimplementasikan berbagai 

Visi dari Dinas Perhubungan sendiri adalah terciptanya transportasi 

Kota Medan yang handal, nyaman dan manusiawi. Kemudian misi dari 

Dinas Perhubungan adalah meningkatkan sumber daya manusia, 

mewujudkan sistem angkutan massal yang terpadu, menyediakan 

aksesibilitas transportasi bagi seluruh golongan, meningkatkan efisiensi dan 

efektifitas kinerja pelayanan transportasi, serta mempromosikan transportasi 

yang tertib, selamat dan ramah. Untuk mencapai visi dan misi tersebut Dinas 

Perhubungan berpegang kepada Standar Pelayanan Minimal (SPM) 

berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor PM 98 

Tahun 2013 dan Nomor PM 29 Tahun 2015 yaitu keamanan, keselamatan, 

kenyamanan, keterjangkauan, kesetaraan, dan keteraturan. 

Dinas Perhubungan Kota Medan sudah memiliki visi dan misi yang 

menjadi acuan mereka dalam menjalankan dan meningkatkan pelayanan 

publik yang lebih baik mengenai angkutan di Kota Medan. Selain itu upaya 

yang dilakukan untuk mengingkatkan kualitas pelayanan angkutan sudah 

sangat mendukung visi dan misi yang ada. Untuk itu, peneliti melihat bahwa 

pelayanan angkutan kota adalah prioritas Dinas Perhubungan. Namun 

strategi inti terkait visi dan misi dalam meningkatkan pelayanan angkutan 

kota belum terlaksana dengan maksimal karena masih ada oknum tidak 

bertanggung jawab yang memberikan pelayanan yang tidak memenuhi 

Standar Pelayanan Minimal. 
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Sistem pelayanan angkutan kota yang diberikan kepada masyarakat 

bedasarkan dengan Permenhub Nomor PM 98 Tahun 2013 dan Permenhub  

Nomor PM 29 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Minimal. Dinas 

Perhubungan juga mensosialisasikan kepada masyarakat terkait Standar  

Pelayanan Minimal angkutan tersebut kepada masyarakat melalui baliho, 

spanduk dan juga yang ditempelkan di pintu-pintu angkutan. Dinas 

Perhubungan juga menerima kritikan dan saran dari masyarakat terkait 

angkutan yang beroperasi dilapangan, dan kinerja pegawai Dinas 

Perhubungan. 

Berkaitan dengan prosedur pelayanan angkutan kota yang optimal 

bagi masyarakat, pemerintah memberikan fasilitas untuk mendukung 

kegiatan pelayanan kepada masyarakat. Peneliti melakukan observasi 

dilapangan menemukan bahwa Dinas Perhubungan menyediakan fasilitas 

untuk mendukung pelayanan angkutan kota seperti halte dan terminal untuk 

menunggu angkutan kota yang digunakan. Namun kenyataannya fasilitas 

yang disediakan tersebut belum digunakan masyarakat dengan semaksimal 

mungkin, bahkan beberapa terdapat disalahgunakan oleh masyarakat sendiri. 

Paradigma New Public Service memberikan pandangan yang 

berkaitan dengan pelayanan yakni bahwa administrasi publik harus 

melayani warga masyarakat bukan pelanggan, mengutamakan 

kepentingan publik dan melayani dari pada mengendalikan. Dasar teoritis 

pelayanan publik yang ideal, menurut paradigmanew public service yaitu 

pelayanan publik harus responsif terhadap berbagai kepentingan dan nilai-
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nilai publik yang ada. Tugas pemerintah adalah melakukan negosiasi dan 

mengolaborasi berbagai kepentingan warga negara dan kelompok 

komunitas ( Dwiyanto, 2009: 139). 

Pandangan tersebut mengandung makna karakter dan nilai yang 

terkandung didalam pelayanan publik tersebut harus berisi preferensi 

nilai-nilai yang ada didalam masyarakat. Karena masyarakat bersifat 

dinamis, maka karakter pelayanan publik juga harus selalu berubah 

mengikuti perkembangan masyarakat. 

Selain itu, pelayanan publik model baru ini harus bersifat non-

diskriminatif sebagaimana dimaksud oleh dasar teoritas yang digunakan 

yaitu teori demokratis yang menjamin adanya persamaan warga negara 

tanpa membeda-bedakan asal- usul, kesukuan, ras, etnik, agama dan latar 

belakang kepartaian. 

Banyak permasalahan pelayanan publik yang sedang hangat-

hangatnya diperbincangkan dikalangan masyarakat, apalagi dibidang 

transportasi. Kebutuhan alat transportasi adalah kebutuhan kenyamanan, 

keamanan dan kelancaran pengangkutan sehingga para penumpang akan 

merasakan pelayanan transportasi umum yang disediakan pemerintah 

dengan baik. Pesatnya perkembangan teknologi informasi telah membuat 

proses dan strategis bisnis transportasi umum berubah dengan cepat. 

Menurut Masri (2003:1) transportasi merupakan hal terpenting 

dalam kehidupan atau kegiatan masyarakat dan juga merupakan unsur 

terpenting dalam mobilitas manusia dan barang sehari – hari. Manusia 
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tidak akan mengalami perkembangan dan kemajuan apabila tidak 

ditunjang oleh tranportasi. Transportasi yang baik haruslah merupakan 

suatu sistem yang dapat memberikan pelayanan yang cukup, baik kepada 

masyarakat secara umum maupun pribadi, yang cukup aman, nyaman, 

cepat dan dapat diandalkan oleh para penggunanya. 

Berdasarkan pandangan dan pijakan teroritis tersebut diatas dapat 

disimpulkan bahwa pelaksanaan Adanya efektivitas program yang diatur 

Pengawasan Internal Dinas Perhubungan Dalam Rangka Optimalisasi 

Jaminan Keselamatan Penumpang Angkutan Umum di Kota Medan sudah 

berjalan dengan baik 

4.3.2. Adanya pengawasan yang dilakukan. 

Dalam melakukan pengawasan Dinas Perhubungan bekerja sama 

dengan pihak lain seperti pihak penyedia angkutan atau perusahaan 

angkutan dan juga dengan Satuan Lalulintas dari Kepolisian. Pengawasan 

dilakukan oleh pegawai yang bekerja dilapangan untuk mengawasi 

angkutan yang sedang beroperasi agar tetap memberikan pelayanan sesuai 

dengan standar yang ada. Kepala Seksi angkutan jalan mengatakan bahwa 

pengawasan juga dapat dilakukan apabila masyarakat juga memberikan 

aduan kepada pihak Dinas Perhubungan terkait pelayanan yang ada 

dilapangan. (lihat transkrip wawancara dan dokumentasi) 

Supir angkutan menyatakan bahwasanya mereka juga diawasi oleh 

pihak angkutan sebagai perusahaan yang memberikan jasa angkutan. 
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Pegawai Dinas Perhubungan juga sering melakukan razia angkutan kota 

untuk memeriksa kelengkapan adminsitratif dan memeriksa kondisi 

angkutan yang digunakan. Salah satu contoh pengawasan adalah dengan 

memeriksa izin operasi kendaraan yang beroperasi melayani masyarakat 

sesuai dengan perda Nomor 2 Tahun 2014 tentang Retribusi di Bidang 

Perhubungan. Pernyataan tersebut juga sesuai dengan observasi yang 

peneliti lakukan dilapangan. (lihat transkrip wawancara dan dokumentasi) 

Pengawasan dilakukan untuk mencegah kecurangan yang 

dilakukan supir angkutan saat melayani masyarakat, sehingga dapat 

memberikan pelayanan yang baik sesuai dengan standar yang ditetapkan. 

Jumlah angkutan kota yang sangat banyak dan luasnya Kota Medan 

merupakan salah satu kesulitan yang dihadapi dalam mengawasi angkutan 

kota. Namun Dinas Perhubungan masih dapat mengawasi angkutan kota 

secara berkala melalui pegawai yang ada dilapangan dan juga melalui uji 

kendaraan yang diuji secara berkala di kantor Dinas Perhubungan Kota 

Medan. 

4.3.3. Adanya tujuan  yang ingin dicapai. 

Menurut Purwanto (2012: 12), implementasi merupakan suatu 

keluaran kebijakan  (to delivery policy output) yang dilakukan oleh para 

implementator kepada kelompok sasaran (target group) sebagai upaya untuk 

mewujudkan tujuan kebijakan.  
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Menurut mulyadi (2015: 12),implementasi mengacu pada tindakan 

untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan. 

Tindakan ini berusaha untuk mengubah keputusan-keputusan tersebut 

menjadi pola-pola operasional serta berusaha mencapai perubahan-

perubahan besar atau kecil sebagaimana telah diputuskan sebelumnya. 

Menurut Mulyadi (2015: 37) kebijakan publik pada dasarnya adalah 

suatu keputusan yang dimaksudkan untuk mengatasi kesalahan tertentu 

melakukan kegiatan tertentu, atau untuk mencapai tujuan tertentu yang 

dilakukan oleh instansi yang mempunyai wewenang dalam rangka 

penyelenggaraan tugas pemerintah negara dan pembangunan, berlangsung 

dalam satu kebijakan tertentu. 

Menurut Mardiasmo (2017: 134) efektivitas adalah ukuran berhasil 

atau tidaknya pencapaian tujuan suatu organisasi mencapai tujuannya. 

Menurut Mardiasmo (2016: 32), efektivitas merupakan hubungan 

antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Kegiatan 

operasional dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan 

sasaran tujuan akhir kebijakan. 

Menurut Mardiasmo (2016: 32) efektivitas merupakan hubungan 

antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Kegiatan 

operasional dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan 

sasaran tujuan akhir kebijakan. 

Menurut Wahab (Tahir: 2014: 55), menyatakan bahwa implementasi 

kebijakan adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam 
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bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau 

keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan 

lazimnya, keputusan tersebut mengidentifikasikan masalah yang diatasi, 

menyebukan secara tegas tujuan/sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai 

cara untuk menstruktur/mengatur proses implementasinya. 

Berdasarkan asumsi teori tersebut penulis menilai bahwa tujuan 

Pengawasan Internal Dinas Perhubungan Dalam Rangka Optimalisasi 

Jaminan Keselamatan Penumpang Angkutan Umum di Kota Medan sudah 

berjalan dengan baik. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1. Kesimpulan 

 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Dari proses Sistem menajemen keselamatan angkutan umum yang telah 

dilaksananakan dapat disimpulkan bahwa dokumen system keselamatan 

angkutan umum tersusun pada perusahaan angkutan umum dipenuhi 

berdasarkan pada lampiran peraturan Direktur Jendral Perhubungan. 

2. Visi dari Dinas Perhubungan sendiri adalah terciptanya transportasi 

Kota Medan yang handal, nyaman dan manusiawi. Kemudian misi dari 

Dinas Perhubungan adalah meningkatkan sumber daya manusia, 

mewujudkan sistem angkutan massal yang terpadu, menyediakan 

aksesibilitas transportasi bagi seluruh golongan, meningkatkan efisiensi 

dan efektifitas kinerja pelayanan transportasi, serta mempromosikan 

transportasi yang tertib, selamat dan ramah. 

3.Strategi Dinas Perhubungan Kota Medan mencapai visi dan misi dengan 

menyelenggarakan pelayanan angkutan kota sesuai dengan Peraturan 

Menteri Nomor 98 Tahun 2013 dan Peraturan Menteri Nomor 29 Tahun 

2015 mengenai Standar Pelayanan Minimal. 
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4. Dalam meningkatkan pelayanan angkutan kota Dinas  Perhubungan 

bekerja sama dengan pihak penyedia jasa angkutan untuk menerapkan 

Standar Pelayanan Angkutan pada saat memberikan pelayanan kepada 

masyarakat. 

5.2. Saran 

 

Peneliti hanya dapat memberikan saran yang mudah-

mudahan memberikan masukan kepada Dinas Perhubungan Kota Medan. 

1. Perlu meningkatkan strategi yang sudah jelas menjadi lebih jelas 

agar dapat meningkatkan pelayanan angkutan kota yang lebih baik 

lagi. 

2. Keterlibatan pihak lain perlu ditingkatkan untuk meningkatkan 

pelayanan angkutan kota. 

3. Menambah sarana dan prasaran penunjang pelayanan angkutan kota. 

 

4. Meningkatkan pengawasan angkutan kota agar dapat 

meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan mengurangi citra 

buruk angkutan kota. 

5. Lebih sering memberikan pelatihan kepada pegawai dan supir 

angkutan kota agar meberikan pelayanan secara maksimal sesuai 

dengan Standar Pelayanan Minimal angkutan kota. 

6. Pihak Dinas Perhubungan juga disarankan agar menempatkan 

pegawasan dengan lapangan khususnya di jalan raya di seluruh 

persimpangan Kota Medan, sehingga pelanggaran lalu lintas dapat 
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diminimalisir sekaligus memberi jaminan kenyamanan dan 

keselamatan pengguna angkotan umum. 

7. Disamping hal tersebut diperlukan juga sosialisasi tentang 

pentingan jaminan kesalamatan pengguna angkutan umum 

terutama bagi pelaksana jasa kenderaan umum dan fihak yang 

terkait untuk memastikan bahwa kelayakan kenderaan tetap 

menjadi prioritas dalam pelayanan umum. 

8. Saran dari peneliti tersebut tidak untuk mengkritik Dinas 

Perhubungan dalam melaksanakan pelayanan angkutan kota 

kepada masyarakat. saran-saran tersebut diharapkan dapat menjadi 

sebuah masukan dan ditanggapi positif untuk meningkatkan 

Pengawasan Internal Dinas Perhubungan Dalam Rangka 

Optimalisasi Jaminan Keselamatan Penumpang Angkutan Umum 

di Kota Medan sudah berjalan dengan baik. 
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